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    BUPATI BANTAENG 
 

PERATURAN BUPATI  BANTAENG 
 

NOMOR 23 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

KABUPATEN BANTAENG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANTAENG 
  

Menimbang :  a. bahwa Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari Program 
Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan program 
pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun secara 
terencana, terpadu dan sistematis sebagaimana diatur dalam 
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; 

  b.  bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah dalam suatu 

Program Legislasi Daerah harus dilaksanakan dengan cara dan 

metode yang pasti, baku dan standar, sehingga perlu 

penyeragaman prosedur penyusunan secara terencana, terpadu 

dan terkoordinasi untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi 

Kelembagaan Lingkup Pemerintahan Daerah dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan 

dalam penyelengggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif 

oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

  c.  bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a  dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan 

Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten 

Bantaeng. 

 
Mengingat :  1. Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 A Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
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  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 5234); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); dan terakhir telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor .21 Tahun 2007 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2007 No.47; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata-Tertib DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

  10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 694 ); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten 
Bantaeng. 
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 MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2012 
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 
KABUPATEN BANTAENG 

 
Pasal 1 

 
Melaksanakan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng yang telah diundangkan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12 Tanggal 24 
November 2012. 
 
                                                                 Pasal 2 

 
Petunjuk teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh 
unit/instansi terkait untuk ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Bupati.  

 
                                     Pasal 3 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.    

    
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal 26 November 2012 

     
BUPATI  BANTAENG 
           Cap./ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH  

Diundangkan di Bantaeng 
Pada tanggal 26 November 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 
 
 
 
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT. 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP         : 19590112 198603 1 016 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
TAHUN 2012 NOMOR 207 

 

 
 
 

 


